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TUGASNADZIR DALAM PENGELOLAAN OBYEK WAKAF

A. Kedudukan Nadzir dalam Perwakafan
1. Pengertian Tentang Nadzir

Pemeliharaan, pengelolaan dan pengembangan obyekaf wa
dilaksanakan oleh nadzir yang mendapatkan kepeanagari pewakif untuk
menjaga obyek wakaf dengan sebaik-baiknya. Mempkamatujuan wakaf yaitu
ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, mag&bekadaan nadzir dalam
menjaga dan merawat benda wakaf sangatlah diperluka

Dalam praktek sahabat umar ibn khatab kala mewakatlanahnya,
beliau sendirilah yang bertindak sebagai nadzirasamhidupnya. Sepeninggal
sahabat umar ibn khatab meninggal, pengelolaan fwadkaerahkan kepada
putrinya Hafsah. Setelah itu ditangani oleh Abdulllbbon Umar kemudian
diteruskan lagi kepada keturunanhya

Nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelidara mengurusi
wakaf, mempunyai kedudukan yang penting dalam gdafaa, sehingga
berfungsi tidaknya wakaf itu bagnauquf ‘alaihnsangat bergantung pada nadzir
wakaf. Pada umumnya, ulama sepakat bahwa kekuassdzir wakaf hanya

terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaa&anai dengan tujuan wakaf

! Drs. Ahmad Rofig, MA.Hukum Islam di Indonesjalakarta ; PT Raja Grafindo
Persada, 2000, him. 498
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yang dikehendaki oleh waldfini membuktikan bahwa nadzir sangat diperlukan
bagi obyek wakaf dalam mencapai tujuan wakaf.

Kata nadzir secaraetimologi berasal dari kata kerjaazira —yandzaru
yang berarti “menjaga” dan “mengurusDi dalam kamus bahasa Arab-Indonesia
juga disebutkan bahwa kata nadzir beraglihat memandang, melihat kepada.

Dalam terminologifigh, yang dimaksud dengamadzir adalah orang
yang diserahi kekuasaan dan kewajiban untuk mesgdam memelihara harta
wakaf® Jadi pengertiamadzir menurut istilah adalah orang atau badan yang
memegang amanat untuk memelihara dan mengurus makia dengan sebaik-
baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf.

Nadzir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 28@dlah pihak
yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untlileldia dan dikembangkan
sesuai dengan peruntukandy&adzir adalah orang yang mengelola wakaf,
membangun, meningkatkan hasil produksinya dan meikdoa keuntungan yang
dihasilkan kepada para mustahik, serta membelankedenya dan pekerjaan
lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persin juga tidak mungkin

dibatasi, kecuali dengan keuntungan dan kemaslalata pekerjaan itu.

2 Farida Prihatini, et al.Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di
IndonesiaJakarta : FHUI, Cet. ke-1, 2005, him. 117.

% Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah dalam Politik HukAgraria Nasional, Jakarta:
Tatanusa, 2003, him. 97

* W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesi&Surabaya: Pustaka Progresif,
1997, him.1433

® |bnu Syihab al-Ramli,Nihayah al-Muhtaj Juz IV, Beirut: Daar al-Kitab al
Alamiyah,1996, him. 61

® M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islardakat dan Wakaflakarta: Ul Press, 1988, him. 91

" Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang WaksdlPsyat (4)
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Dengan demikian, nadzir berarti orang yang berhmalkubertindak atas
harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, ma&ndistribusikan hasil
wakaf kepada orang yang berhak menerimanya atanpemgerjakan segala
sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengi&rdan kekaf

Dari pengertian nadzir yang telah dikemukakampak bahwa dalam
perwakafan nadzir memegang peranan yang sangahgeAgar harta itu dapat
berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlaggstwus menerus, maka harta
itu harus dijaga, dipelihara dan jika mungkin dilkemgkan. Dilihat dari tugas
nadzir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, men@ngkan dan
melestarikan manfaat dari harta yang di wakafkagi beang-orang yang berhak
menerimanya, jelas bahwa berfungsi dan tidak bgdmya suatu perwakafan
tergantung pada nadzir.

Menurut Mustafa Syalabi, penunjukan wakif padangia sendiri untuk
mengurus wakaf tidak dapat disebut sebagai naduir kibabsahan wakaf juga
tidak bergantung pada penunjukan nadzir, baik ghdssendiri maupun orang
lain® Pada umumnya, di dalam kitab-kitab Figh tidak naememkan nadzir
wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Ini dikaranakakaf adalah ibadah
tabarru’. Namun demikian, memperhatikan tujuan dan manfaateéada wakaf,

maka kehadiran nadzir sangat diperlukan.

8said Agil Husin Al MunawarHukum Islam dan Pluralitas Sosiadlakarta : Penamadani,
2004, him. 151-152.

° |bid., him. 116
®Ahmad Rofiq,0p. Cit.,him. 498.

22



2. Syarat-syarat Nadzir dan Jenis-jenis Nadzir

2. a. Syarat-syarat Nadzir

Para fugoha telah menentukan beberapa syarat ddgr ripengelola

wakaf), diantara syarat itu ada yang menimbulkabgmaan pendapat

adayang disepakati. Adapun syarat-syarat itu htfala

a)

b)

c)

Berakal

Berakal adalah orang yang dapat menganalisa sesenftk
membedakan mana yang baik dan mana yang burukatSyar
disepakati oleh para fugoha untuk sahnya perwaliadi. tidak sah
perwalian orang gila.
Dewasa

. Dewasa adalah orang yang sudah Mempunyai kecakapa
dalam melakukan perbuatan hukum mukallaf, sehinggsisa
mengelola wakaf dengan baik. Dalam menunuaikan i'alyar
memerlukan ketelitian dalam melaksanakan ketentigasebut.
Menjadi kesepakatan para fugoha bahwa nadzir hdewgasa,
sehingga hak perwaliannya dianggap sah dan ucapadapat
dipertanggungjawabkan, sebab menurut mereka hawapen
menuntut syarat ketelitian dan itu tidak bisa dilakakan kecuali
oleh orang dewasa

Adil

' Muhammad Abid Abdullah Al-KabisiAhkam Al-Wagf fi Al-Syari'ah Al-Islamiyah.
Terj. Ahlul Sani Fatkhurrahman, et aHukum WakafJakarta : Dompet Dhuafa dan Iman, 2005,

him. 461-476.
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Para ulama mendefinisikan adil dengan bermacam+maca

definisi yang berbeda-beda secara lafal, tetapi datam makna.

Mereka berupaya menjelaskan maksud adil denganlaseje

jelasnya, sehingga dapat dipahami secara mudahittHampak

dari definisi mereka berikut ini :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Ulama Syafiiyah mendefinisikan adil dengan menjadbsa
besar dari berbagai macam tindakan seperti membunuh
berzina, makan riba dan meninggalkan dosa-dosé keci

Ulama Hanafiyah sepakat dengan Imam Abu Hanafi bahw
keadilan seseorang cukup diketahui dari keislanzandikenal
tidak pernah melakukan apa-apa yang diharamkan.

Al-Zaila'i mendefinisikan adil adalah konsisten dan jalan
Islam dan memiliki keseimbangan akal dan kesempurna
sikap konsisten.

Ibnu Al-Hajib dari kalangan ulama Malikiyah, menidésikan

adil adalah loyalitas keagamaan dengan cara mengiga-
dosa besar dan dosa-dosa kecil, melaksanakan anuzmah
berperilaku baik.

Menurut ulama Zahiriyah, adil adalah orang dikerddk suka
melakukan dosa besar dan melakukan dosa kecil asecar
terangterangan.

Jalaludin As-Suyuti berpendapat bahwa adil adal@miiki

atau kemampuan yang tertanam dalam diri, yang ngahce

24



pemiliknya dari melakukan dosa-dosa besar ataul kacig
bisa menunjukkan kehinaan atau mengerjakan hal yariah
yang dapat menodai kehormatan.

Lebih lanjut Imam Suyuti menyatakan tentang pentdapng yang
menyatakan adil adalah menjauhi dari dosa-dosar lesamencegah dari
tidak terus menerus melakukan dosa kecil. Beliakata bahwa tindakan
menjauhi dengan tanpa adanya kemampuan dan kekiuatagang dapat
membentengi dirinya dari hawa nafsunya itu tidakupumembuat orang
disebut adil. Sebab ungkaparkabair (dosa besar) dengan lafal jamak
mengandung arti melakukan dosa besar sekali st apa-apa, padahal
tidak demikian, sedang terus menerus melakukan #esd juga akan
menjadikan dosa besHr.

Ini merupakan sebagian pendapat tentang definisdad perbedaan
pendapat diantara mereka sangat tipis, jadi dapenhpgllkan bahwa orang
yang adil mempunyai ciri-ciri: menjauhi dosa bedan mencegah diri dari
dosa-dosa kecil, karena dosa kecil yang dilakuleamst menerus akan
menjadi dosa besar dan ucapan orang yang seriraknkahn kesalahan dan
kerusakan tidaklah dipercaya.

d) Mampu Atau kecakapan hukum

Kecakapan didefinisikan sebagai kekuatan seseoratgu

kemampuan dalam mengelola sesuatu yang diserahdad&nya. Para

fugoha sepakat untuk menentukan syarat kecakapginpbagelola wakaf

12 Syeh Jalaludin As-Suyuthl-Asybah wa Al-Nazha'ifPenerbit: Dar Al Hayai Kutub Al
Arabiyah (Isa Al-Babi Al-Halabi), t.th., him. 38438.
13 i
Ibid.
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karena pelimpahan hak sangat terkait dengan sparagelolaan, dan jika
pengelolaan wakaf diserahkan kepada orang yank tidenpu maka tujuan
dari wakaf tidak akan tercapai.
e) Islam

Para fugoha berpendapat bahwa persyaratan nadais ltang
Islam. Jika wakaf diperuntukan bagi mauquf ‘aladng beragama Islam
atau wakaf diperuntukan bagi sektor umum, sepessjich atau lembaga
pendidikan. Untuk menjadi seorang nadzir, juga $ianemenuhi syarat-
syarat sebagai berikut :

1) Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum

mukallaf sehingga ia bisa mengelola wakaf dengdén ba

2) Memiliki kreativitas dalam mengelola wakdf.

2.b. Jenisjenis Nadzir

Berdasarkan definisnadzir yang telah diuraikan di muka, dapat
dipahami bahwa yang dapat ditunjuk sebagadzir adalah harus berbentuk
kelompok perorangan atau badan hukum. Ketentuameénupakan pembaharuan
dari ketentuan yang ada dalaimgh, yang menyebutkan bahwaadzir dapat
berupa perorangan secara sendiri asalkan ditudgikveakif, dan bahkarnwakif
sendiri dapat menunjuk dirinya sendiri menjaddzir’®

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam kigiayah al-Muhtaj

bahwa jikawakif mensyaratkamadzir kepada dirinya maka ikutilah atau jika

4 Ahmad Rofig,op. cit, him. 499.
15 Taufig Hamamipp. cit, him. 99
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mensyaratkan kepada orang lain juga penuhilah sigardl etapi jikawakif tidak
mensyaratkan kepada seorang pun, maka yang bd&rtsetmgainadzir adalah
gadli.*® Qadli yang dimaksud di sini harus berasal dari negélpiyang berhak
menerima hasil wakaf.
a. Nadziryang berupa perorangan
Nadzir dalam bentuk kelompok perorangan berarti sekumpulan
orang yang merupakan satu kesatuan atau merupagangengurus yang
sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang yangumijuk oleh pewakif
yang wajib di daftarkan kepada Menteri Agama danl BV&lalui Kantor
Urusan Agama Setempét
Wakif hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi
persyaratan :
1. Dewasa.
2. Berakal sehat.
3. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
4. Pemilik sah harta benda waKéf.
b. Nadzirberupa organisasi
Nazdhir organisasi merupakan organisasi yangehbakgli bidang sosial,
pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islamg memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

18 |bnu Syihab al-Ramligp. cit, him. 613

" peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 , pasayat Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

18 Lihat Paal 8 ayat (1)Undang-Undang Nomor 41 T&Q0¥ Tentang Wakaf.
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1. pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan irNazh
perseorangan;

2. salah seorang pengurus organisasi harus berdomdiili
kabupaten/kota letak benda wakaf berada;

3. memiliki:

1) salinan akta notaris tentang pendirian dan anggdasar;

2) daftar susunan pengurus;

3) anggaran rumah tangga;

4) program kerja dalam pengembangan wakaf;

5) daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf jempgsah
dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan
organisasi; dan

6) surat pernyataan bersedia untuk dialitlit.

c. Nadzirberupa Badan Hukum

Selain nadzir yang berupa kelompok perorangamadzir juga bisa
berbentuk badan hukunyakni suatu bentuk perkumpulan orang-orang yang
bergabung dalam organisasi yang oleh hukum dipgtkak seperti halnya
seorang manusia, sebagai pengemban hakhak danibawkewajiban, dimana
penunaiannya diwakili oleh para pengurusffya.

Jika berbentuk badan hukum, maka nadzir harusane persyaratan
sebagai berikut :

1. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

9 peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 , pasayat Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
2 Taufig Hamamipp. cit, him. 101.
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2. Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak begdng
diwakafkan?*

3. Badan hukum vyang bertujuan dan amal usahanya untuk
kepentingan peribadatan atau keperluan umum lajnegauai
dengan ajaran agama Islam.

Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal®dbanya dapat
menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

a) pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi
persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dichpksla
ayat (1); dan

b) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengyatupan
perundang.undangan yang berlaku; dan

c) badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidas@lso

pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan.féla

3. Tata Cara Penetapan dan Penghentian Nadzir
Pada hakekatnya siapa saja bisa menjadi nadaikamn orang tersebut
memenuhi kriteria atau syarat-syarat untuk menedizir. Menurut ilmu figih,
seorang wakif bisa menunjuk dirinya sendiri menjatiu orang lain menjadi

nadzir, tetapi jika wakif tidak menunjuk siapapumtuk menjadi nadzir, maka

2 Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati (ed$ikum Perdata Islam Kompetensi
Pengadilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasldtah, Wakaf dan ShodagaBandung:
Mandala Maju, 1997, him. 71.

2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang WaksdlP® Ayat (3)
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yang bertindak sebagai nadzir adalah qadhi daakpdesa tempat wakaf tersebut
diwakafkan?®

Sedangkan berdasarkan PP. No. 42 Tahun 2006 Rasgalat (1),
seorangnadzir atau anggotanadzir menjadi pengelola dan pengembang obyek
wakaf apabila:

1) Nazhir wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI meiaKantor
Urusan Agama setempat.

2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama sedé¢mp
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaranhirNaz
dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, tidan
Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf keslandi
provinsi/kabupaten/kota.

3) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.

Dalam mengelola wakaf nadzir mempunyai masa bsdéttma lima
tahun, ketentuan ini dapat dilihat dalam PP. NoTdBun 2006 Pasal 14 ayat (1)
dan (2).

1) Masa bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dagahgkat
kembali.

2) Pengangkatan kembali Nazhir sebagaimana dimaksdd pgat
(1) dilakukan oleh BWI, apabila yang bersangkutaah

melaksanakan tugasnya dengan baik dalam perioddusaiya

% |bnu Syihab al RamliNihayah al-Muhtaj Juz 4, Beirut: Daar al-Kitab al Alamiyah,
1996, him. 397.

4 Lihat Pasal 4Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
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sesuai ketentuan prinsip Syariah dan peraturan ngang-

undangan

Berkaitan dengan masa kememdzirmeskipun jabatamadzir tidak

dibatasi oleh jangka waktu tertentu, tetapi masgkadzirtidak mutlak seumur

hidup. Dalanfigh disebutkan bahwa dalam keadaan terteafizir dapat diambil

kekuasaannya dan diberhentikan dari jabatannyagaelo@adzir jika berbuat

khianat, gila atau sakit ingatan dan f&Sid.

Masa kerja nadzir tidaklah mutlak seumur hidupor@ng anggota

nadzir berhenti dari jabatannya, dikarenakan :

a)
b)

C)

d)

f)

Mengundurkan diri dari nadzir

Berkhianat dan tidak memegang amanah wakaf

Melakukan hal-hal yang membuatnya menjadi orangk,fas
seperti berjudi dan peminum minuman keras;

Kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila;
Mengelola harta wakaf itu menjadi sesuatu yang ktida
bermanfaat; dan

Wakif atau hakim mencabut wewenang nadzir yang

bersangkutaf®

Sedangkan berdasarkan PP. No. 42 Tahun 2006 %agat (1) seorang

nadzir atau anggotanadzir bisa dan akan dianggap berhenti dari jabatannya

apabila:

lbnu Abidin Hasyiyah,Rad al-Mukhtay Juz 1V, Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah,

him. 425

% Abdul Azis Dahlan et al, Ensiklopedi Hukum IslamJakarta: Ichtiar Baru Van
Hoeve,Cet. ke-1, 1996, him.1911.
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a. meninggal dunia;
b. berhalangan tetap;
c. mengundurkan diri; atau diberhentikan oleh B!I.
B. Ketentuan Hukum Terhadap Pengalihan Tugas Nadzir dalam
Pengelolaan Obyek Wakaf
1. Ketentuan Hukum Positif Terhadap Pengalihan Tugas
Nadzir

Berpijak dari pentingnya wakaf dalam kehidupan keyagakatan,
khususnnya masyarakat muslim, maka diperlukan spataturan atau undang-
undang yang mengatur masalah perwakafan, baik yarkgit dengan wakif
(orang yang berwakaf), benda yang diwakafkan, ilwrakaf, pengelolaan obyek
wakaf maupun pengelola harta wakaf. Tetapi pada/dtaannya di Indonesia
sebelum diatur dalam Hukum positif, pelaksanaansgagat simple dan
sederhana, dalam arti wakaf hanya cukup dilandaki @adanya rasa kepercayaan
dengan syarat-syarat tertentu untuk tujuan berlibadpada Allah SWT.

Sebagai upaya untuk mengatur persoalan wakaf irkanmRemerintah
kemudian mengeluarkan Undang-undang No. 41 TahQd ZDentang Peraturan
Wakaf. Kemudian mengenai tugas-tugas Nadzir didalam ketentuan Pasal 11
ayat. Kemudian dalam pelaksanaannya diperlukan tiRamn Perundangan
tersendiri, sehingga kemudian ditetapkanlah Pexatd?emerintah Nomor 42
Tahun 2006 untuk memperjelas perataturan dan kerenperwakafan di

Indonesia.

%" peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 , pasalydt Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
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Mengenai Pengelolan dan pengembangan Obyek wadahuat dalam
BabV tentang Pengelolaan dan pengembangan Hartialeakaf. Untuk lebih
jelasnya bunyi Pasal 42 dan 43 Undang-undang NoTahun 2004 adalah
sebagai berikut:
1) Pasal 42 : Nazhir wajib mengelola dan mengembangketa benda
wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntyann
2) Pasal 43

a) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

b) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
produktif. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan
harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1)
diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga

penjamin syariaf®

Peraturan-peraturan di atas mengatur berbagaidmg perkaitan dengan
pengelolaan obyek wakaf, termasuk tentang pengélatéa wakaf, hak serta
kewajibannya sebagai pengelola wakaf (nadzir, yaegupakan unsur penting

dalam proses berjalannya wakaf). Tetapi fenomemsy yauncul di lapangan

8 Lihatt pasal 42 dan 43, Undang-undang Nomor 4Li&004 Tentang wakaf
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sangat kompleks, sehingga sering dijumpai hal-tadgytidak sesuai dengan
perundangan yang telah ditetapkan.

Dari penjelasan kedua pasal tersebut dapat dipdbamaa seorang nadzir
sebagai orang yang diberi amanat untuk mengurusndarmgelola harta wakaf,
maka secara otomatis ia mempunyai kewajiban-keamajiberkaitan dengan
benda wakaf yang dikelolanya, hal ini demi tercapaitujuan wakaf. Kedua
pasal ini kemudian diperjelas lagi oleh PP. No. A&hun 2006 Tentang
Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 TePRematuran Wakaf.

Berdasarkan PP. No. 42 Tahun 2006 Pasal 45 Ayatsébranghadzir
atau anggotaadzirmenjadi pengelola dan pengembang obyek wakaf apabil

1) Nazhir wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI meid{antor
Urusan Agama setempat.

2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama set¢mp
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftararhirNaz
dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, tgan
Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf keslardi
provinsi/kabupaten/kota.

3) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal ébtaig

Pengelolaan dan Pengembangan bahwa :

% |ihat pasal 4Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008entang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
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1) Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta ébevaekaf sesuai
dengan peruntukan yang tercantum dalam Akta Ikrakat/

2) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda sakahaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejalmeuaaum, Nazhir
dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai demgesippSyariah.

Dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakafzir ndadpat
melakukan dan menerapkan prinsip manajemen kont@mgengan menjunjung
tinggi dan memegang kaidah al maslahah (kepentinganm) sesuai dengan
ajaran Islam, sehingga tanah wakaf dapat dikelelzara profesional. Setiap
aktivitas dalam organisasi tidak lepas dari manajem

Secara sederhana manajemen diartikan sebagai {moses perencanaan
dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kep®nan, pengawasan
organisasi berdasarkan atas sumber daya manusasi@al, dan informasi, untuk
mencapai tujuan organisasi secara efisien daniefél@engan demikian, nadzir
tanah wakaf sebagai manajer perlu melakukan usai#s sdan langkah terarah
dalam mengambil kebijaksanaan berdasarkan programa kyang telah
digariskan, sehingga kesan dan anggapan di dalayamnakat bahwa pengelolaan

tanah wakaf sebagai kerja sampingan dan asal-asabet dihilangkan.

%' M. Saefuddin, ArQOrganiasi dan Manajemen Indus{$uatu Pengantar), Yogyakarta:
Liberty, Cet. ke-1, 1993, him. 4.
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2. Ketentuan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Tugas

Nadzir

Dalam ketentuan figih pengalihan tugas adalah mekdye hak untuk
mewakili dan melaksanakan tugas dan tanggungjaveabigidah pengalihan
tugas nadzir dalam pengelolaan wakaf berpedomamdedidah al-wakalah.

Al-wakalah menurut bahasa adalah penyerahan, pegaidn dan
pemberian mandat. Sedangkan menurutistilah panaaulbeerbeda pendapat antara
lain sebagai berikut :

1. Malikiyyah berpendapat bahwa al-wakalah adalah csasg
menggantukan (menempati) tempat yang lain dalam hak
(kewajiban) dia yang mengelola pada posisi itu.

2. Hanafiyyah berpendapat bahwa al-wakalah adalahossese
menempati diri orang lain dalam tasharruf (pengelo).

3. Ulama’ Syafiiyyah berpendapat Suatu ibarah seswpra
menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk dkearj&etika
hidupnya.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dagambil kesimpulan
bahwa yang dimaksud dengan al-wakalah adalah pamerdari seseorang
kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, péanakang berlaku selama
yang mewakilkan masih hiddp.

Wikalah atau wakalah, yaitu : Seseorang menyerakkpada orang lain

sesuatu untuk dilaksanakan dikala masih hidup sibeeii kuasa dengan cukup

31 Hendi SuhendiFigih Muamalah,Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003. him. 231
233
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ruku-rukunya, sah.. dan sah memenerima kuasa dsémyala soal akad yang
dapat diganti. Pemberian kuasa itu suatu akad yhlbglehkan. Hukum ini
disepakati para ulama, tiap-tiap yang boleh dilakukergantian (dapat disuruh
orang lain mengerjakannya) kecuali dalam hal ibatedtat dan puasa tidak dapat
diwakilkan

Syarat-syarat pemberian kuasa adalah orang yaiadf tidarang oleh
syara’ untuk melakukan tindakan terhadap sesuatg vikuasakan kepadanya.
Oleh karena itu, menurut imam malik tidak sah mamkgasa kepada anak di
bawah umur dan orang gifa.Untuk memenuhi syarat-syarat, rukun al-wakalah
adalah :

1. Orang yang mewakilkan, syarat-syarat bagi orang gyan
mewakilkan adalah dia pemilik barang atau dibawadsknya dan
dapat bertindak pada harta tersebut. Jika yang kikama bukan
pemilik atau pengampu, al-wakalah tersebut batal

2. Wakil (yang mewakili), syarat-syarat bagi yang mkivaalah
bahwa yang mewakili adalah orang yang berakal. 8gseorang
wakil itu idiot, gila atau belum dewasa maka periteakbatal**

3. Muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan), syarat-syasesuatu
yang diwakilkan adalah :
a) menerima penggantian maksudnya boleh diwakilkanapad

orang lain untuk mengerjakannya.

32 M. Hasbi Ash ShidieqyHukum-hukum Figih IslanBemarang; PT Pustaka Rizki
Putra, 2001, him. 391.

3 Ibnu Rusydpp. Cit.hlm. 271.

3 Hendi SuhendiQp. Cit him. 235.
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b) Sesuatu yang diwakilkan dimiliki oleh yang berwdaadtika ia
mewakilkan kepada orang lain.
c) Sesuatu yang diwakilkan harus jefas.
Pemberian kuasa (al-wakalah) adalah agad yang kardgngan adanya
ijjab dan gabul, seperti akad-akad yang lain. Tetagkalah itu bukan merupakan

akad yang terlalu mengikat melainkan akad yanggginya bias dibubarkan.

% M. Ali Hasan, Op. Cit HIm. 26.
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